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ABSTRAK

INKONSISTENSI TIONGKOK TERHADAP PEACEFUL DEVELOPMENT
DALAM ISU LAUT TIONGKOK SELATAN

Oleh
Fabio Agus Hartanu

Peaceful development Tiongkok sebagai konsep yang meyakinkan dunia
bahwa Tiongkok memiliki sifat alami yang damai secara tidak langsung berperan
kepada pertumbuhan ekonomi Tiongkok hingga saat ini. Namun pada saat
kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok jika tidak agresif setidaknya
dianggap proaktif jika menyangkut kepentingan nasionalnya di level internasional.
Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu isu utama terkait konsistensi Tiongkok
terhadap peaceful development, klaim sembilan garis putus-putus, reklamasi pulau
serta berbagai insiden yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan memperlihatkan
adanya inkonsistensi Tiongkok terhadap peaceful development. Penelitian ini
kemudian akan menjelaskan bagaimana inkonsistensi Tiongkok terhadap peaceful
development sebagai strategi dalam isu Laut Tiongkok Selatan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik
pengumpulan data berupa studi pustaka yang bersumber dari situs resmi State
Council Information Office, Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of
China, Office of The Secretary of Defense, International Crisis Group, dan Asia
Maritime Transparency Initiative. Penelitian ini menggunakan konsep Dilema
Keamanan untuk menjelaskan dilema keamanan yang terjadi bagi Tiongkok di Laut
Tiongkok Selatan serta Offense Defense Advatange dan Olffense Defense
differentiation untuk menganalisis strategi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Hasil penelitian menunjukan bahwa inkonsistensi Tiongkok terhadap
peaceful development dalam isu Laut Tiongkok Selatan terjadi dikarenakan
Tiongkok yang terjebak dilema keamanan bersama Vietnam dan Filipina. Hasil
analisa memperlihatkan bahwa Inkonsistensi yang dilakukan Tiongkok di LTS
dilakukan sebagai upaya mengeliminasi dampak spiral dari dilema keamanan dan
melalui inkonsistensi tersebut, Tiongkok memperlihatkan dirinya yang akan terus
berada di LTS, berfokus terhadap keamanan dirinya sendiri dan memberikan sinyal
atas sifat alaminya yang defensif.

Kata kunci: Peaceful Development, Tiongkok, Diferensiasi Ofensif/Defensif,
Keuntungan Ofensif/Defensif, Laut Tiongkok Selatan, Dilema Keamanan



ABSTRACT

INCONSISTENCY OF PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA TOWARDS
PEACEFUL DEVELOPMENT IN THE SOUTH CHINA SEA ISSUE

By
Fabio Agus Hartanu

China's peaceful development is a concept that gives assurance to the world that
China has a peaceful nature which indirectly contributes to China's economic
growth to date. However, after the Xi Jinping’s Presidency, researchers say that
China if not aggressive, at least considered proactive about its national interests at
the international level. The South China Sea is one of the main issues related to
China's consistency toward peaceful development. The nine-dash line claims,
island reclamation, and various incidents in the South China Sea show the
inconsistency of China toward its peaceful development. This research then
explains China’s inconsistenty towards peaceful development as a strategy in the
South China Sea Issue

The research is qualitative research using data collection techniques in the form of
literature studies sourced from the official website of the State Council Information
Office, Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, Office of The
Secretary of Defense, International Crisis Group, and Asia Maritime Transparency
Initiative. This study uses the concept of Security Dilemma to explain security
dilemma that occurs for China in the South China Sea. Offense Defense Advantage
and Offense Defense Differentiation to analyze China's strategy in the South China
Sea.

The results of the study show that China's inconsistency towards peaceful
development in the South China Sea issue occurs because China is trapped in a
security dilemma with Vietnam and the Philippines. The analysis revealed that
China's inconsistencies in the South China Sea were made as an effort to dispel the
spiraling impact of the security dilemma. Through these inconsistencies, China is
showing itself to remain in the South China Sea, focused on its security and
signaling its defensive nature.

Keywords: Peaceful Development, China, Offense/Defense Differentiation,
Offense/Defense Advantage, South China Sea, Security Dilemma
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I. PENDAHULUAN

Bab ini akan memaparkan latar belakang negara Tiongkok dan peaceful
development, rumusan permasalahan, tujuan penelitian dan manfaat penelitian
sebagai bentuk pengenalan dan pemahaman dasar atas permasalahan penelitian

yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

1.1 Latar Belakang dan Masalah
‘Century of humiliation” merupakan pandangan negara Tiongkok terhadap dirinya
pada periode 1850-1950 (Buzan, 2010). Era tersebut merupakan masa kegelapan
bagi Tiongkok yang diakibatkan oleh masuknya imperialisme. Periode ini dimulai
dari adanya Perang Opium pertama (1839-1842) dan kedua (1856-1860) sebagai
penanda masuknya imperialisme barat di Tiongkok (Asia for Educators, 2022). Hal
tersebut mengakibatkan runtuhnya dinasti Qing pada 1912 serta perubahan pada
sistem pemerintahan Tiongkok menjadi Republik yang kemudian membentuk dua
partai politik didalamnya yaitu Partai Nasional (KMT) pada Oktober 1919 dan
Partai Komunis Tiongkok (CCP) pada 1921 (Asia for Educators, 2022). Perang sipil
(1945-1949) antara kedua partai tersebut dalam mendapatkan pengaruh diseluruh
wilayah Tiongkok menjadi fase terakhir bagi ‘Century of humilitation’. Perebutan
kekuasaan ini dimenangkan oleh partai Komunis dibawah kepemimpinan Mao
Zedong yang membentuk nnegara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada oktober
1949 (Britannica, 2022). Dibawah Mao Zedong, Tiongkok kembali mengasingkan
diri terhadap barat, Mao berfokus pada restorasi dan reformasi identitas, kultur dan
ideologi terhadap masyarakatnya serta industrialisasi besar-besaran yang disebut
dengan The Great Leap Forward yang mengakibatkan hingga 30,000 ribu kematian
karena krisis kelaparan (Asia for Educators, 2022).

Pada akhir kepemimpinan Mao, mulai dari tahun 1970an Tiongkok
mengalami pergeseran sikap atas bagaimana dirinya melihat dunia luar. Kebijakan

revolusionis Mao yang menolak dominasi barat bergeser menjadi keterbukaan



Tiongkok terhadap sistem internasional serta model ekonomi barat secara damai.
Kematian Mao Zedong pada 1976 menandai keterbukaan secara penuh Tiongkok
kepada dunia internasional dan pada 1980 telah mampu membuat kebijakan terkait
pendekatan politik dirinya ke dunia internasional yang sudah menggunakan unsur
non-revolusionis (Buzan, 2010). Tentu saja sebagai negara komunis, Tiongkok
tidak secara penuh menerima seluruh standar Westphalia yang diberikan
masyarakat dunia, terdapat penekanan di dalam pendekatan Tiongkok terhadap
negara Barat bahwa ia akan menemukan jalan menyatukan kerjasama internasional
dengan karakteristik Tiongkok (Buzan, 2010).

Tiongkok berubah dari negara sangat miskin menjadi negara yang memiliki
modal untuk mempengaruhi dunia internasional hanya dalam kurun waktu 30
tahun. Pertumbuhan kekuataan secara cepat oleh Tiongkok memunculkan teori
China Threat yang pertama kali dimulai oleh Korea dan disebarkan oleh Jepang
dan Amerika Serikat. Tiongkok dikatakan akan menjadi ancaman besar bagi
masyarakat Internasional khususnya Amerika sebagai negara adikuasa. Perbedaan
atas budaya, tradisi, cara hidup dan nilai atas suatu konsep antara kedua negara
dinilai akan menjadi penyebab datangnya ancaman tersebut ketika posisi Tiongkok
telah cukup kuat "The Coming Conflict With China” (Bernstein & Munro, 1997).
Bagi Hungtinton, kedekatan Tiongkok dengan negara Islam juga akan menjadi
ancaman bagi peradaban barat (Huntington, 1993). Sangat dimungkinkan
terjadinya pertemuan kekuatan antara kedua negara serta transisi kekuatan yang
berpotensi terhadap perang, terlebih lagi ketika sang penantang merupakan negara
yang tidak berideologikan demokrasi (Organski, 1958; Schweller, 1992).

Tiongkok cukup cepat dalam merespon hal tersebut, pada Novermber 2003,
Zheng Bijian seorang mantan Wakil Ketua Sekolah Partai Pusat Partai Komunis
Tiongkok dalam pidatonya berjudul “4 New Path for China’s Peaceful Rise and
the Future of Asia” mempelopori gerakan atas sebuah konsep baru untuk Tiongkok
dan Masyarakat Internasional. Konsep tersebut disebut dengan peaceful rise
(heping jueqi). Merupakan sebuah konsep, rencana strategis bagi perkembangan
Tiongkok di sistem internasional tanpa menjarah sumber daya melalui invasi,
kolonialisasi, ekspansi serta perang. Di sisi sebaliknya, bagi Zheng peaceful rise,

akan memberikan integrasi hubungan yang baik, perkembangan, keuntungan dan



setabilitas bersama bagi negara tentangga dan Asia (Bijian, 2005). Walaupun
Tiongkok memiliki karakteristik untuk bergantung pada kekuatannya sendiri,
perdamaian di dunia internasional tetap dibutuhkan untuk menyelesaikan tantangan
untuk meningkatkan standar kehidupan populasi yang masih belum berkembang
(Suettinger, 2004). Dalam kata lain, Zheng menenkankan bahwa Tiongkok tidak
mencari hegemoni ataupun dominasi di dunia internasional dan akan berfokus
membenahi dirinya sendiri. Peaceful rise kemudian menjadi bagian penting di
dalam pemerintahan Tiongkok dibawah presiden Hu Jintao. Konsep ini sedikit
dirubah oleh presiden Hu menjadi ‘peaceful development’ karena ‘rise’ dianggap
kata yang bersifat agresif (Buzan, 2014).

Pada KTT peringatan 60 tahun PBB di tahun 2005, Presiden Hu Jintao juga
memperkenalkan konsep yang searah dengan konsep peaceful development yaitu
‘harmonious world’ (Guo & Blanchard, 2008). Dalam pidatonya ‘Build Towards a
Harmonious World of Lasting Peace and Common Prosperity’, Presiden Hu
menenkankan pentingnya multilateralisme, kerjasama kolektif dan Dewan
Keamanan PBB yang lebih representatif akan membantu membangun dunia yang
harmonis (Hu, 2005). [a mengingatkan sebagai dengan sifat damai, pembangunan
Tiongkok bukan akan menyakiti atau mengancam siapapun alih-alith melayani
perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama di dunia (Hu, 2005). Peaceful
development pada dasarnya merupakan strategi besar yang telah mengakar bahkan
sebelum Zheng memperkenalkan hal tersebut sebagai sebuah konsep, Hal tersebut
telah dipraktekan oleh Tiongkok dimulai ketika Deng Xiaoping memulai reformasi
dan membuka diri. Peaceful development merepresentasikan jalan yang diambil
oleh pemimpin negeri Deng Xiaoping, Jiang Zemin dan Hu Jintao (Zheng, 2004).

Peaceful development hingga saat ini kemudian memainkan peran penting
terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok, dengan PDB sebesar 8,532.23 milyar
dollar di tahun 2012 (Macrotrends, 2022) dan menjadi negara dengan kekuatan
ekonomi tersbesar kedua di dunia (Citéco, 2010). Namun pasca kepresidenan Xi
Jinping pemerintahan secara cepat melakukan beberapa perubahan terkait
kebijakan politik luar negerinya, perubahan tersebut mengarah pada makna sifat
yang lebih asertif dari kepemimpinan sebelumnya. Beberapa ahli juga melihat

perubahan ini sebagai Tiongkok yang lebih pro-aktif di level internasional, dengan



pernyataan ‘one of the most active periods for Chinese foreign policy’ (Singh,
2014). Kepercayaan diri Tiongkok juga tertuang dari berbagai pernyataan yang
diberikan oleh Xi Jinping seperti pada tahun 2017 dalam Kongres Nasional PKC
ke-19, ia menyoroti bahwa Tiongkok telah mencapai transformasi menjadi luar
biasa, negara ini telah berdiri, menjadi kaya dan kuat. Sehingga tidak ada lagi alasan
untuk tidak mengambil posisi kepemimpinan dunia dan memberikan kontribusi
besar terhadap umat manusia (BBC News, 2017). Kepercayaan ini terimplementasi
pada dua tumpuan Tiongkok yaitu Chinese Dream yang diartikan bahwa Tiongkok
harus menegakkan dan mengembangkan sosialisme dengan karakteristik Tiongkok
untuk membentuk negara yang kaya dan kuat, merevitalisasi bangsa serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat, tumpuan selanjutnya ialah Konstitusi Partai
tahun 2017 yang dikenal sebagai four matters of confidence’ yang diartikan
Tiongkok harus memiliki kepercayaan pada jalan, teori, sistem dan budaya
sosialisme dengan karakteristik Tiongkok (China Daily, 2018). Kekuatan dan
kepercayaan diri melalui kedua tumpuan tersebut terefleksikan oleh kebijakan luar
negerinya (Johnston, 2013). Tiongkok lebih akan bersifat proaktif bahkan asertif
terhadap berbagai isu di level internasional yang menyangkut dengan kepentingan
nasionalnya terbukti melalui berbagai sikap seperti unifikasi Tiongkok dengan
Taiwan, bentrok di sungai Galwan dengan India, ADIZ Tiongkok di pulau Senkaku,
dan perang dagang dengan Amerika Serikat.

Laut Tiongkok Selatan (LTS) menjadi salah satu agenda penting untuk
kepentingan nasional Tiongkok terkait kedaulatan wilayah. LTS menjadi wilayah
geopolitik strategis bagi Tiongkok karena dilalui setidaknya 80% impor minyak
Tiongkok, memiliki proporsi yang signifikan bagi pemenuhan pasokan ikan
tahunan Tiongkok, memiliki setidaknya 105 milyar cadangan hidrokarbon dan
dinilai sebagai buffer zone (wilayah yang mengurangi resiko eskalasi perang) bagi
ancaman militer mendatang. Terdapat setidaknya empat pulau didalam LTS yaitu,
pulau Pratas, pulau Paracel, Macclesfield Bank dan pulau Spratly yang diklaim
sebagai milik Tiongkok atas dasar sejarah sebagai negara pertama yang
menemukan, menamakan dan menggunakan pulau tersebut lebih dari dua abad
(Zhang, 2015). Pada 1953, Tiongkok telah mendeklarasikan ‘sembilan garis putus-
putus’ di LTS dan saat itu tidak ada protes apapun yang dilayangkan baik dari



komunitas internasional maupun negara tetangga, Atas hal ini Tiongkok
menganggap bahwa klaimnya atas LTS telah diterima dan diakui oleh komunitas
internasional (JinMing & Dexia, 2003). Setelah menjabat Presiden Xi melakukan
berbagai usaha yang lebih ekstra atas klaim wilayah ‘nine-dash line’ dengan
menempatkan rig minyak di dekat perairan Paracel, mempertahankan kehadirannya
di bagian selatan Spartly, membangun mercusuar, mereklamasi tanah dan
memperluas terumbu karang dan membangun landasan udara, pelabuhan, dan

stasiun pasokan bagi Angkatan laut di pulau pulau tersebut (Perlez, 2014).
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Gambar 1. Klaim Sembilan Garis Putus-Putus Tiongkok
Sumber: International Crisis Group

Sikap asertif tersebut kemudian memiliki berbagai respon dari negara Asia
Tenggara, terdapat tiga klasifikasi respon dari negara ASEAN mengenai tersebut
yaitu negara yang mengakomodasi (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Thailand),
negara yang memiliki kepentingan signifikan atas konflik yang terjadi (Indonesia,
Malaysia, Singapura dan Brunei) serta negara yang keras dalam menghadapi isu
kedaulatan (Vietnam dan Filipina). Atas perbedaan pandangan serta sikap diantara
negara ASEAN, konflik ini cenderung diselesaikan secara bilateral antar negara
ASEAN dan Tiongkok. Kecaman datang terkhusus dari kedua negara yaitu
Vietnam dan Filipina, Vietnam menganggap penyebaran rig minyak merupakan
langkah yang keterlaluan dan pelanggaran berbahaya atas hukum internasional serta

memberikan ancaman yang serius bagi jalur laut paling krusial di dunia (Wong,



2014) dan Filipina yang memberikan pernyataan bahwa hal tersebut akan
meningkatkan momok bagi negara lain untuk menggunakan akses perdagangan
serta penangkapan ikan di laut tersebut yang menimbulkan ketakuan bagi negara di
dunia (AFP, 2015). Kecaman ini datang atas dua insiden yang berbeda di LTS yaitu
pada 2013 dimana Tiongkok membangun pulau buatan melalui reklamasi dan
konstruksi di area spartly dan datangnya para nelayan Tiongkok di area karang
scarborough yang berdampak Filipina yang melakukan opsi legal dimana ia
mengajukan kasus yang menantang klaim territorial Tiongkok dibawah lampiran
VII Konvensi PBB Tentang Hukum Laut (UNCLOS) (International Crisis Group,
2021b) dan pada 2014 dimana Tiongkok mennempatkan rig minyak ‘Haiyang
Shiyou 981° di zona ekonomi eksklusif Vietnam, konflik ini berlangsung selama
dua bulan yang menyebabkan kerusuhan di kota-kota Vietnam dan berdampak pada
dihancurkannya berbagai pabrik milik Tiongkok (International Crisis Group,

2021c¢).
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Gambar 2. Pulau Woody
Sumber: Air Maritime Transparency Initiative, CSIS

Sikap asertif Tiongkok kemudian memunculkan pertanyaan apakah peaceful
development tetap menjadi jalan yang dipilih oleh Tiongkok di level internasional.
Terdapat pro/kontra atas pertanyaan mendasar “apakah Tiongkok mengakhiri jalan
dari strategi peaceful development?” Beberapa penulis setuju dengan mengatakan
bahwa sikap asertif tersebut merefleksikan berakhirnya kebijakan peaceful
development di Tiongkok (Dobell, 2014; Lee, 2013; Tuan, 2014). Lainnya yang

setuju melihat bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok telah berorientasi terhadap



status quo (Johnston, 2013). Di sisi sebaliknya, Barry Buzan melihat peaceful
development tetap sebagai strategi utama bagi Tiongkok di era ini (Buzan, 2014).
Sedangkan penulis lainnya memiliki argumen bahwa, peaceful development
mengalami perubahan makna dimana Tiongkok membutuhkan komitmen negara
lainnya untuk mewujudkan perdamaian (Zhang, 2015). Peaceful development
sendiri telah melekat dengan Tiongkok jauh sebelum Zheng Bijian
memperkenalkan konsep tersebut di 2003, dirinya berpendapat bahwa hal tersebut
merupakan hal yang telah dilakukan Tiongkok ketika Deng Xiaoping memulai
reformasi dan membuka diri ke dunia internasional.

Penulis menilai bahwa sikap asertif yang tidak mendasar dari Tiongkok di
LTS bukanlah hal yang cukup baik bagi dirinya mengingat dampaknya ialah konflik
langsung dengan negara-negara Asia Tenggara. Asia Sebagai kunci pertama
Tiongkok untuk mencapai status hegemoni selaras dengan pendapat Yuen Foong
Khong yang berkata Asia adalah tempat dimana Tiongkok harus membangun
prestis atau reputasi kekuatan (Gong, 2020). Mempertahankan strategi peacefu!
development dengan membangun hubungan yang baik secara bilateral kepada
masing-masing negara Asia Tenggara tentu esensial demi mengamankan akses
perdagangan dan jalur 80% impor minyak tiongkok serta untuk melimitasi akses
dan intervensi laut dari Amerika sebagai negara hegemoni saat ini. Inkosistensi
hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam dan Filipina dapat menjadi malapetaka
bagi Tiongkok dimasa mendatang karena asertifitas tersebut membuka
kemungkinan terjadinya perang. Sehingga penting bagi negara lain untuk
memahami secara mendalam terkait inkonsistensi yang terjadi. Pemahaman
tersebut akan membantu negara khususnya negara-negara Asia Tenggara untuk

memproyeksikan tindakan Tiongkok pada tahun yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui paparan latar belakang, peneliti menemukan bahwa kondisi yang ideal bagi
Tiongkok dibawah kepemimpinan Xi Jinping adalah dengan terus menggunakan
peaceful development dan mempertahankan hubungan yang baik dengan Vietnam
dan Filipina sebagai salah satu jangkar utama pengaruh Tiongkok di Asia dan dunia.

Namun faktanya, Presiden Xi Jinping membuat kebijakan luar negeri di LTS



menjadi lebih asertif yang mengakibatkan memanasnya hubungan antara Tiongkok
dengan Vietnam dan Filipina. Atas kondisi yang terjadi, penelitian ini dibangun
dengan tujuan untuk memahami inkosistensi Tiongkok terhadap peaceful
development dalam isu LTS, dengan rumusan masalah: Mengapa inkonsistensi
Tiongkok terhadap Peaceful Development terjadi dalam isu Laut Tiongkok

Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Menjelaskan inkonsistensi Tiongkok terhadap Peaceful Development dalam
isu Laut Tiongkok Selatan
2. Menganalisa alasan dan tujuan inkonsistensi Tiongkok terhadap Peaceful

Development dalam isu Laut Tiongkok Selatan

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:
1. Akademis
Secara akademis penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya pada kajian isu
terkait keamanan, kepentingan nasional, dilema keamanan dan perspektif neo-
realisme.
2. Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan
kontribusi bagi pembuat kebijakan di berbagai negara dalam memahami

alasan atas inkosistensi sikap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan saat ini.



II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan memaparkan kajian pustaka yang berisikan lima jurnal yang
digunakan sebagai dasar pemahaman penulis terkait Tiongkok, peaceful
development dan Laut Tiongkok Selatan. Dilanjutkan dengan pemaparan landasan

konseptual serta kerangka pikir penelitian.

2.1 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah kerangka yang disusun sebagai proses pengklasifikasian
sumber-sumber data yang penting sebagai pondasi pembangun penelitian ini.
Tujuan dari kajian pustaka adalah untuk membantu penulis dalam mendapatkan
pemahaman terkait permasalahan yang dikaji, serta dapat melihat fenomena yang
diteliti secara lebih luas dan menyeluruh sehingga membantu proses analisis dari
topik penelitian terkait, yaitu peaceful development, kebijakan agresif/asertif
Tiongkok, kondisi struktural sistem internasional dan lainnya. Dalam hal ini penulis
menghimpun beberapa penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal ilmiah,
buku ilmiah dan laporan penelitian yang relevan dengan topik bersangkutan.

Berikut beberapa penelitian yang bersinggungan dengan topik penelitian penulis:

China in International Society: Is ‘Peaceful Rise’ Possible? Barry Buzan (2010)
Penelitian pertama merupakan sebuah jurnal karya Barry Buzan, seorang Guru
besar dibidang Hubungan Internasional di Universitas London School of
Economics. Jurnal yang ia tulis adalah “China in International Society: Is ‘Peaceful
Rise’ Possible?” yang dirilis pada tahun 2010 didalam The Chinese Journal of
International Politics. Didalam jurnal tersebut, Barry Buzan mencoba
mendeskripsikan serta menganalisis kemungkinan atas terwujudnya kondisi
dimana Tiongkok sebagai rising power akan mencapai negara berstatus quo secara
damai di sistem internasional. Dalam menganalisis kemungkinan tersebut, Barry
Buzan menggunakan pendekatan english school karena dinila melihat dunia

internasional yang lebih terbuka dan seimbang dibandingkan realisme yang sensitif
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terhadap ancaman dan konflik serta liberalisme yang terlalu menitikberatkan
organisasi internasional untuk mengelola dunia. Terdapat tiga kunci utama
kesuksesan Tiongkok dalam tumbuh sebagai negara status quo, pertama bagaimana
ia harus berhadapan dengan Amerika Serikat sebagai negara super power, Tiongkok
harus menghindari konflik dengan Amerika, namun jika berada ditahap dimana
konflik tersebut tidak dapat di hindari, Tiongkok harus memastikan bahwa Amerika
sendirian dalam hal tersebut, Kedua mempertahankan hubungan baik dengan
jepang dan membangun regional konsensus di level asia timur, dan terakhir
hubungan Tiongkok dengan dunia internasional, Tiongkok harus memberikan
identitas yang jelas dan tepat di dalam sistem internasional, kebijakan politik dan
ekonomi serta respon terhadap permasalahan dunia menjadi bahan penilaian terkait

kearah mana Tiongkok bertindak.

The Logic and Contradictions of ‘Peaceful Rise/Development’ as China’s Grand
Strategy, Barry Buzan (2014)

Penelitian kedua merupakan sebuah jurnal karya Barry Buzan, seorang Guru besar
dibidang Hubungan Internasional di Universitas London School of Economics.
Jurnal yang ia tulis berjudul “The Logic and Contradictions of ‘Peaceful
Rise/Development’ as China’s Grand Strategy” yang dirilis pada tahun 2014 di
dalam The Chinese Journal of International Politics. Didalam jurnal tersebut Barry
Buzan mencoba menjelaskan dan memetakan apakah peacefull rise/development
merupakan strategi jangka panjang atau hanyalah propaganda yang dipakai ketika
Tiongkok masih lemah. Barry Buzan membentuk tiga model peaceful rise menjadi
hot, cold and warm. Hot peaceful rise dinilai tidak realistis karena merupakan
model yang menginginkan kondisi damai yang utuh di sistem internasional. Dalam
kondisi Tiongkok yang telah menguat, ia beragumen bahwa peaceful development
dapat menjadi cold peaceful rise (CPR) maupun warm peaceful rise (WPR).
Tiongkok dapat dengan mudah menggunakan kekuatan politik dan militer (CPR)
namun dinilai beresiko tinggi bagi keamanan sistem internasional, di sisi lain
Tiongkok akan dilihat sebagai negara yang retoris yang berdampak jangka panjang
bagi dirinya, di sisi lain melalui kesepakatan konsensus (WPR) Tiongkok dapat
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memberikan model sistem internasional yang baru (post-western), lebih plural dan
multiporal.

Destined for War, Can America and China Escape Thucydides Trap? Graham
Allison (2017)

Penelitian ketiga merupakan sebuah buku karya Graham Allison, Profesor
Pemerintahan Douglas Dillon, Sekolah Pemerintahan John. F. Kennedy,
Universitas Harvard. Buku yang ia tulis berjudul “Destined for War, Can America
and China Escape Thucydides Trap?”, diterbitkan oleh Hougton Mifflin Harcourt,
pada tahun 2017 di Boston. Secara garis besar buku ini menjelaskan tentang
bagaimana sebuah negara status quo dan negara rising power pada titik tertentu
akan saling berbenturan. la menggunakan dasar pemikiran Thucydides yaitu ‘The
History of the Peloponnesian War’ untuk menganalisis apa yang terjadi diantara
Amerika dan Tiongkok saat ini. Amerika dinilai akan merasa terancam dengan
menguatnya Tiongkok di sisi lain Tiongkok akan merasa bahwa Amerika
menghalangi dirinya untuk menjadi kuat. Graham Allison mengaplikasikan teori
Thucydides Trap kepada serangkaian kejadian dan kekuatan besar di dunia dan 12
dari 16 peristiwa yang sama memberikan hasil peperangan. Melalui 4 kasus yang
tidak menghasilkan perang, Allison menyimpulkan terdapat beberapa usaha untuk
terhindar dari Thucydides Trap seperti keterikatan ekonomi politik yang kuat serta
interdependensi, permasalahan non-tradisional (iklim, lingkungan, terorisme dan
lainnya) dan dampak serta resiko dari peperangan menjadi pertimbangan yang berat

antara kedua negara.

The Rise and Fall of China’s ‘Peaceful Rise’: Implications for US-China
Geopolitical Competition in the Indo-Pacific, Kwun-Sun Lau (2022)

Penelitian keempat merupakan sebuah jurnal karya Raymond Kwun-Sun Lau,
Asisten Profesor Ilmu Politik di North South University dan pernah menjadi Dosen
Sejarah di Hong Kong Baptist University. Berjudul “The Rise and Fall of China’s
‘Peaceful Rise’: Implications for US-China Geopolitical Competition in the Indo-
Pacific”, jurnal ini berusaha untuk mendeskripsikan hilang/runtuhnya peaceful rise
Deng Xiaoping (1978) dan harmonius wolrd Hu lJintao (2015) di masa

kepemimpinan Presiden Xi Jinping melalui berbagai sikap assertifnya. Melalui
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‘Chinese Dream’ dan ‘four matters of confidence’, Presiden Xi mulai mengarahkan
Tiongkok Kearah yang lebih agresif di dunia internasional. Jurnal ini secara spesifik
membahas salah satu kebijakan assertif Tiongkok yaitu Belt Road Initiative (BRI)
yang secara langsung dinilai menjadi alternatif atas model demokrasi barat serta
pasar bebeas dari barat. Jurnal ini menarik kesimpulan bahwa kepercayaan diri yang
dimiliki Tiongkok atas kekuatannya telah memberikan dorongan untuk dirinya
memproyeksikan jalan alternatif serta melepaskan diri dari sistem yang diberikan
oleh barat, Tiongkok dinilai meninggalkan potret dirinya yang kuat serta rendah
hati (peacefull rise/development) dan memilih untuk bersifat assertif atas
kepentingan nasionalnya karena menilai bahwa dirinya telah cukup kuat di sistem

internasional.

Explaining the Contradiction in China’s South China Sea Policy: Structural
Drivers and Domestic Imperatives, Cheng-Chwee Kuik (2017)

Penelitian kelima merupakan sebuah jurnal karya Cheng-Chwee Kuik, merupakan
associate professor di Universitas Kebangsaan Malaysia. Berjudul “Explaining the
Contradiction in China’s South China Sea Policy: Structural Drivers and Domestic
Imperatives”, Jurnal ini berusaha untuk menjelaskan alasan mendasar dari
kontradiksi kebijakan Tiongkok yang terjadi di LTS melalui pendorong structural
dan kondisi domestik. Kesempatan structural didapatkan Tiongkok melalui krisis
pada 2008 yang menyebabkan berkurangnya legitimasi Amerika, Hal ini
membentuk kepercayaan dir1 Tiongkok untuk mengambil alih kekuatan regional
dan bersikap lebih asertif, di sisi lain kondisi domestik dinilai menjadi pengaruh
kuat dimana tekanan atas dasar nasionalisme mengarahkan Beijing untuk tidak
dapat mundur atas kepentingan maritimnya. Tiongkok dinilai sangat berhati hati
atas kebijakan asertifnya di LTS, mereka akan mencoba hadir namun tidak untuk
konfrontasi secara langsung, Tiongkok juga berusaha untuk mengesampingkan
sikap asertif tersebut melalui jalur ekonomi yaitu Belt Road Initiative (BRI) hal ini

merupakan penyeimbang agar konfrontasi secara langsung tidak pernah terjadi.
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terutama dengan | dilihat sebagai | (iklim, Tiongkok dinilai | nasionalisme
Jepang serta negara yang lingkungan, meninggalkan memberatkan
memberikan retoris yang terorisme dan | potret dirinya Tiongkok untuk
sikap yang tegas | berdampak lainnya) dan yang kuat serta mundur. Namun
dan representatif | jangka panjang | dampak serta rendah hati Tiongkok
atas damai yang | bagi dirinya, di | resiko dari (peacefull memahami
diinginkan oleh sisi lain peperangan rise/development | bahwa sikap
Tiongkok di melalui menjadi ) dan memilih asertif yang
mata kesepakatan pertimbangan | untuk bersifat memunculkan
Internasional. konsensus yang berat assertif atas konfrontasi
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2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Security Dilemma in Defensive Neo-Realism

Secara ontologi, terdapat perbedaan yang mendasar terkait bagaimana

realisme dan neo-realisme melihat sistem internasional. Realisme mencoba

menjelaskan bagaimana sifat manusia yang direfleksikan oleh negara menjadi

aktor tunggal yang membentuk sistem internasional yang anarkis, neo-

realisme melihat bagaimana struktur internasional yang didasari oleh sifat

anarkis menghasilkan sistem internasional di dunia (Ciftci, 2009). Dalam hal

ini neo-realisme melihat anarki sebagai sebuah sistem, dimana anarki
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merupakan sebuah pembuat dan bukan sebagai hasil yang menghasilkan
asumsi bahwa posibiltas untuk dieksploitasi menjadi pendorong sebuah
anarki dibandingkan dengan keinginan untuk mengeksploitasi (Shimko,
1992). Menurut Kenneth Waltz sistem internasional dihasilkan oleh adanya
struktur dan unit, dalam hal ini negara menjadi unit dan interaksi antar unit
tersebut yang kemudian menghasilkan sebuah struktur internasional dan
struktur ini menghasilkan prinsip-prinsip yang anarkis (Waltz, 1979). Struktur
internasional berfungsi untuk menciptakan perangkat kerja untuk
menghasilkan keseragam hasil melalui berbagai input dan membentuk suatu
pembatas atas berbagai hal, Sehingga berbagai tindakan negara mendapat
berbagai sanksi, hadiah dan kesempatan oleh struktur internasional (Waltz,
1979).

Tidak seperti realisme yang melihat kekuatan sebagai tujuan, Waltz
melihat kekuatan sebagai suatu yang relatif sehingga hanya menjadi sebuah
cara bagi negara. Kekuatan tidak akan menjadi relevan ketika dilihat melalui
hal itu sendiri, kekuatan hanya akan menjadi relevan ketika dikomparasikan
dengan kekuatan lainnya. Proses inilah yang kemudian dipercayai oleh Waltz
dimana komparasi kekuatan tersebut kemudian menghasilkan distribusi
kekuatan di sistem internasional (Waltz, 1979). Melalui asumsi tersebut Waltz
melihat bahwa yang menjadi alasan negara bertindak bukanlah kekuatan
melainkan distribusi kekuatan dan sistem internasional anarkis yang menjadi
alasan negara bertindak.

Waltz beragumen bahwa fokus yang harus dimiliki negara bukanlah
untuk memaksimalkan kekuatan namun untuk mempertahankan posisi negara
tersebut di sistem internasional (Waltz, 1979). Neo-realisme tidak
mempercayai perang yang tidak terhindarkan, baginya memaksimalkan
kekuatan tidak akan ada gunanya jika tidak berkontribusi untuk
keberlangsungan hidupnya (Ciftci, 2009). Selama negara kuat dapat
mempertahankan posisinya di struktur internasional, jalannya dunia akan
tetap mengarah positif kepada mereka (Waltz, 1979). Berbagai pengikat yang
terbentuk di struktur internasional memaksa negara secara rasional untuk

lebih memilih keuntungan yang relatif dibandingkan keuntungan yang multak
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(Waltz, 1979). Negara tidak dapat memaksakan kehendak dirinya sendiri dan
melakukan perubahan yang tajam di dalam struktur internasional karena akan
berdampak pada ketidakpastian dimasa depan yang mempertaruhkan
keberlangsungan hidupnya. Resiko yang terlalu besar atas keuntungan multak
inilah yang dihindari oleh neo-realisme sehingga keuntungan relatif menjadi
satu satunya hal yang rasional bagi sebuah negara.

Dilema keamanan seringkali digunakan untuk menjelaskan dinamika
hubungan negara yang mengarah pada pecahnya peperangan ataupun
pembentukan perdamaian (Tang, 2009). Dilema keamanan seringkali
digunakan untuk menjelaskan peristiwa besar yang terjadi di dunia seperti,
perang dunia pertama dan perang dingin (Tang, 2009). Teori dilema
keamanan dan model spiral digunakan negara untuk menetapkan kebijakan
yang menyangkut perpoltikan internasional mengenai perlombaan senjata,
merancang perdamaian untuk konflik antar etnis, menghindari keterlibatan
serta kemungkinan. Konflik yang terjadi dengan Tiongkok sebagai negara rise
power dengan Amerika Serikat sebagai pemegang hegemoni (Tang, 2009).

Herbert Butterfield memiliki asumsi bahwa dilema keamanan dapat
mendorong negara-negara berperang walaupun negara mungkin tidak ingin
saling menyakiti: “Perang terbesar dalam sejarah dapat dihasilkan tanpa
campur tangan penjahat besar mana pun yang berniat untuk merusak dunia,
perang dapat dihasilkan bahkan oleh dua kekuatan yang keduanya sangat
ingin menghindari konflik” (Butterfield, 1951). la menyatakan bahwa
terdapat enam faktor terbentuknya dilema keamanan yaitu, ketakutan menjadi
sumber utama, ketidakpastian atas niatan orang lain, sifatnya tidak disengaja,
menghasilkan hal yang tragis, diperparah oleh faktor psikologis dan sebagai
penyebab mendasar bagi semua konflik manusia (Butterfield, 1951).

Pada penelitian milik John Herz, ia menguraikan definisi dilema
keamanan menjadi: “Kelompok dan individu yang hidup berdampingan satu
sama lain tanpa diorganisasikan ke dalam kesatuan yang lebih tinggi,
akan/harus khawatir tentang keamanan mereka sendiri dari serangan, sasaran,
dominasi atau pemusnahan oleh kelompok dan individu lain. Perjuangan

untuk mendapatkan keamanan dari ancaman tersebut, mereka mendorong diri



17

untuk mendapatkan kekuatan lebih kuat sehingga menghindari pengaruh
kekuatan lain, namun hal tersebut akan juga membuat yang lain lebih tidak
aman dan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada negara yang dapat
merasa aman sepenuhnya, persaingan kekuasaan terjadi dan akumulasi
kekuasaan terus berlanjut” (Herz H, 1951). Herz kemudian menegaskan
bahwa ketidakpastian dan kecemasan negara terhadap niat tetangganya
menjadi dasar atas terbentuknya keamanan dilema, terdapat naluri bertahan
diri yang hidup di mansusia. Dirinya menjelaskan enak aspek dilema
keamanan yaitu: anarki atau kurangnya pemegang kekuasaan yang lebih
tinggi, ketidakpastian dan ketakutan negara tentang niatan satu sama lain
menjadi penyebab dilema keamanan, negara cenderung berusaha melepaskan
diri dari dilema keamanan dengan mengumpulkan lebih banyak kekuataan
yang menghasilkan siklus persaingan kekuasaan, negara yang meningkatkan
kekuatan dirinya terkadang dapat merugikan dirinya sendiri (self defeating),
keamanan dilema penyebab sebagai salah satu penyebab peperangan dan
dinamika dilema keamanan adalah upaya memperkuat diri sendiri.
Sedangkan pada penelitian Robert Jervis dirinya mendefinisikan dilema
keamanan sebagai “Tindakan yang tidak disengaja dan tidak diinginkan
sebagai konsekuensi atas aksi yang sebenarnya dilakukan untuk menjadi
defensif”. Poin utama keamanan dilema ialah kenaikan keamanan sebuah
negara satu menurunkan keamanan negara lainnya, bukan akibat kesalaha
persepsi namun anarki (Jervis, 1976). Dirinya menyebutkan bahwa bahkan
ketika negara telah yakin terhadap intensi negara lain, mereka bisa tidak
melepaskan posibilitas dimana negara lain akan menjaid agresif di masa
depan ataupun dirinya sendiri akan tetap memiliki tujuan damai (Jervis,
2001). Jervis mengasumsikan terdapat tujuh aspek perihal dilema keamanan
yaitu, dilema keamanan didasari oleh faktor struktural, ketidakpastian dan
ketakutan negara terkait niat negara lain memainkan perang terhadap dilema
keamanan yang terjadi, disebabkan oleh tindakan defensif sehingga dampak
tragis tidak disengaja, cenderung menghasilkan hal yang merugikan dan
merusak diri sendiri, cenderung menghasilkan perang yang tidak diinginkan,

dilema keamanan dapat menyebabkan perang namun bukan penyebab semua
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perang, dinamika keamanan dilema adalah penguatan diri dan membentuk

sebuah spiral (Jervis, 1978).

Jervis

Aspects of the Butterfield Herz (1976, 1978, 1982,
Security Dilemma (1951, 1960) (1950, 1951, 1966) 1999, 2001)
The ultimate source No Yes Yes

is anarchy
Uncertainty over Yes Yes Yes

others’ intentions
Fear about each Yes Yes Yes

other
Lack of malign Yes, but inconsistent ~ Yes Yes, but

intentions inconsistent
Power competition Not explicit Yes Yes
Spiral-like situation Not explicit Yes Yes
Unintended tragic Yes Yes Yes

results
Unintended (and Not explicit Yes Yes

partially)

self-defeating

results

Regulators of the
security dilemma

Universal or
conditional

An important cause
of war?

The cause of all
wars?

Only psychological
factors were
emphasized

Universal

Yes

Yes

Not emphasized

Conditional

Yes

No

Both material and
psychological
factors were
emphasized

Conditional

Not explicit,
although close
to a Yes

No

Gambar 3. Dilema Keamanan menurut Butterfield Herz dan Jervis

Sumber: Tang, 2009

Tabel di atas merupakan elaborasi dilema keamanan dari penelitian Shiping

Tang dalam jurnalnya yang berjudul The Security Dilema: A Conceptual Anaylisis.

Elaborasi tersebut merupakan rangkuman terkait pengertian dan perbedaan

keamanan dilema yang diberikan oleh Herbert Butterfield, John Herz dan Robert

Jervis yang ia sebut dengan bhj formula. Melalui elaborasi tersebut, ia kemudian

merangkai definisi keamanan dilema sebagai hal yang terjadi dibawah kondisi yang

anarki dimana negara tidak bermaksud mengancam keamanan satu sama lain namun

di sisi lain juga tidak dapat memastikan niat negara lain untuk masa kini dan masa

depan sehingga saling memperkuat kekuasaan untuk kekuatan atas dasar rasa takut

(Tang, 2009). Gambar di bawah memperlihatkan bagaimana hubungan kausal antara

anarki, dilema keamanan dan perang.
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Penulis akan mengunakan teori dilema keamanan sebagai alat analisis dalam

melihat kondisi Tiongkok di LTS. Menggunakan kerangka model penelitian yang

telah dipaparkan sebelumnya, penulis akan terlebih dahulu menganalisis dilema

keamanan yang terjadi terhadap hubungan antara Tiongkok dengan Vietnam dan

Filipina di LTS. Kemudian dengan dasar dasar asumsi yang telah dipaparkan, penulis

akan melihat bagaimana upaya Tiongkok dalam menangani dilema keamanan di

LTS.

2.2.2 Defense — Offense Differentiation dan Defense — Offense Advantage

Robert Jervis menganalisa bahwa kondisi dilema kemanan dapat diperparah

ataupun diperbaiki melalui beberapa faktor, dua faktor yang memiliki

keterkaitan satu sama lain dan memainkan perang terhadap dilema keamanan

yang terjadi 1alah keuntungan defensif/ofensif dan diferensiasi

defensif/ofensif.
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a. Offense — Defense Advantage
Merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana penilaian negara atas
suatu keuntungan untuk bertindak defensif maupun ofensif mampu
berperan untuk mengubah dilema keamanan yang terjadi. Jervis
menyatakan bahwa ketika ketika kondisi ofensif memiliki keuntungan,
negara lebih dimudahkan untuk menyerang pasukan musuh dan
mengambil sebuah wilayah dibandingkan untuk mempertahankan
wilayahnya sendiri (Jervis, 1978). Dalam kondisi dunia dimana
komitmen, strategi dan teknologi dikembangkan untuk mengejar
keamanan melalui ekspansi, resiko adanya peperangan yang tidak
diinginkan sebagai efek spiral dilema keamanan menjadi hal yang lumrah.
Di sisi lain, keuntungan defensif diartikan bahwa akan lebih diuntungkan
bagi negara untuk bertahan daripada dirinya mengekspansi wilayah
negara lain. Dalam kondisi ini, negara status quo memliki ruang dan
pilihan kebijakan yang lebih luas dalam merespon dilema keamanan. Pada
situasi ini, negara cenderung tidak akan menyerang namun akan
memperkuat pertahanannya sendiri, masing-masing negara yang
memahami kalkulasi tersebut dapat melakukannya secara bersamaan
tanpa menggangu keamanan negara lainnya (Jervis, 1978). Keuntungan
defensif menyebabkan kebuntuan dalam peperangan, hal tersebut
kemudian berdampak pada harga yang besar atas penyerangan tersebut.
Keadaan yang menguntungkan pihak yang betindak defensif seringkali
dimanfaatkan oleh negara yang lebih lemah secara, dimana dirinya dapat
menahan lebih lama dan menyebabkan beban penyerbuan lebih dari yang
disanggupi oleh negara penyerang (Jervis, 1978). Pada perang dunia
pertama, kekuatan negara-negara eropa yang menilai bahwa mereka
memiliki keuntungan ofensif berakhir kesalahan kalkulasi dimana parit
dan senapan mesin memberikan keuntungan yang besar untuk bertindak
defensif menghasilkan jalan buntu serta perang yang berlarut larut sebagai
dampak atas kesalahan kalkulasi dilema keamanan yang terjadi (Jervis,

1978).
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b. Offense Defense Differentiation
Merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana setiap negara yang
berada dalam dilema keamanan dapat berupaya untuk melakukan
pembedaan tindakan negara lain. Mengasumsikan bahwa upaya
diferensiasi yang dilakukan negara atas tindakan negara lain antara apakah
negara tersebut bertindak defensif atau ofensif dapat memberikan pilihan
kebijakan yang berdampak pada dilema keamanan yang terjadi.
Ketidakpastian menjadi hal yang terjadi pada sistem yangg anarki oleh
negara sehingga diferensiasi bukan berguna untuk menghilangkan
keseluruhan dilema keamanan, namun upaya pembedaan dan penentuan
niatan negara lain setidaknya memberikan ruang bagi membaiknya dilema
keamanan (Jervis, 1978). Ketika berisfat ofensif memiliki keuntungan,
agresi dan penyerangan akan memungkinkan. Ketidakmampuan negara
untuk mendiferensiasi tindakan negara lain akan memperparah dan
menaikkan posbilitas untuk penyerangan terjadi baik dimulai dari dirinya
yang tidak ingin menunggu untuk diserang ataupun dimulai oleh negara
lain. Keuntungan ofensif juga akan selalu memberikan negara
ketidakpastian dikarenakan negara yang bersikap damai mungkin bisa
menyerang di masa depan. Negara status quo akan lebih memiliki ruang
gerak ketika keuntungan defensif memiliki keuntungan, hal ini
dikarenakan negara status quo akan memiliki pergerakan yang berbeda
dari negara eskpansionis. Dalam upaya mendiferensiasi tindakan negara
lain, negara status quo dapat saling memberikan sinyal atas sikapnya yang
defensif lalu, membentuk pondasi kerja sama untuk mengurangi dilema
keamanan yang terjadi. Mereka juga mendapatkan lebih banyak waktu
untuk mendiferensiasi perilaku dari negara lain. Ketika negara lain
memiliki niatan untuk mengagresi, negara status quo dapat melihat
persiapan yang dilakukan seperti peluncuran militer dan pergerakan
negara tersebut (Jervis, 1978). Observasi yang dilakukan negara status
quo dalam kondisi keuntungan defensif dapat dilakukan secara lebih
mendalam bukan hanya melalui serangan atau tindakan pertama negara

lain. Diferensiasi yang dilihat melalui persenjataan sebuah negara
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memiliki kemungkinkan yang kecil untuk berhasil, hal ini dikarenakan
bahwa bahkan negara status quo menginginkan senjata ofensif untuk
melindungi dirinya. Alasan lainnya ialah terkadang persenjataan memiliki
tujuan sesuai dengan apa yang dinginkan negara, senjata defensif dapat
dijadikan senjata ofensif begitupun sebaliknya. Sehingga upaya terbaik
dalam melakukan diferensiasi adalah dengan berusaha mengobservasi

intensi sesungguhnya atas tindakan negara lain (Jervis, 1978).

Jervis kemudian menggabungkan kedua variabel di atas kedalam model

penelitian yang dapat menghasilkan empat posibilitas dunia (Jervis, 1978)

sebagai berikut:

1.

Dunia pertama menjadi dunia yang paling buruk bagi negara status quo
dikarenakan bahwa negara tersebut dituntut untuk melakukan upaya
peningkatan keamanannya yang bisa saja mencelakai dirinya sendiri
atau menyebabkan perang yang tidak dinginkan. Kondisi di mana lebih
menguntungkan untuk menyerang serta ketidakmampuan negara untuk
mendiferensiasi perilaku negara lain menghasilkan kondisi yang tidak
stabil karena masing-masing negara akan melakukan perlombaan
senjata dan kemungkinan terjadinya efek spiral dilema keamanan atau
perang akan terus menerus membesar.

Dunia kedua merupakan dunia dimana dilema keamanan terjadi dan
negara memiliki ruang bergerak yang lebih banyak dibandingkan pada
dunia pertama. Dikarenakan bahwa meskipun negara belum bisa
mendiferensiasi tindakan negara lain, kondisi yang menguntungkan
ketika negara bertindak defensif akan memberikan kesempatan bagi
negara status quo bereaksi dengan perlahan atas tindakan negara lain
dan berupaya memberikan sinyal atas sifat defensif dirinya sendiri ke
negara lain. Pada kondisi ini, negara satu sama lain akan tetap
menginginkan berbagai persyaratan atas keamanan dirinya. Negara
yang meningkatkan kapabilitas militernya bukan berarti dapat dikatakan
negara ekspansionis, terdapat kemungkinan bahwa negara tersebut

merupakan negara yang merasa tidak aman yang mana ketika dirinya
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merasa terserang akan menkonfrontasi hal yang sama namun akan
mengurangi kapabilitas militernya ketika negara saling mereda,
sehingga dibutuhkan rasa empati serta kenegarawan yang terampil
untuk berupaya menjelaskan situasi yang terjadi satu sama lainnya.

3. Dunia ketiga, tidak ada dilema keamanan melainkan adanya masalah
keamanan. Negara dapat mendiferensiasi tindakan negara lain serta
kondisi yang menguntungkan bagi negara yang menyerang akan selalu
memberikan posibilitas untuk diserang. Negara satu sama lain harus
saling mengawasi dan akan selalu ada ruang bagi kecurigaan palsu yang
menghasilkan ketidakpercayaan, keterikatan dan perang.

4. Dunia keempat merupakan dunia yang paling stabil bagi Jervis.
Diferensiasi yang dapat dilakukan oleh negara serta kondisi yang
menguntungkan bagi tindakan defensif tidak memberikan negara satu
dan lainnya untuk mendapatkan kapabilitas militer yang dapat dinilai
agresif bagi negara lainnya. Upaya peningkatan kapabilitas militer
bahkan ketika dirinya memahami negara lain sebagai negara status quo
hanya akan merusak dan memulai kecurigaan oleh negara lain.
Penelitian in1 akan menggunakan variabel yang dibentuk oleh Jervis

untuk menganalisis kondisi seperti apa yang menguntungkan (defensif atau
ofensif) bagi Tiongkok di LTS serta mencoba melakukan diferensiasi
tindakan Tiongkok melalui kebijakan inkonsistensinya terhadap Vietnam dan
Filipina. Setelahnya penelitian ini akan menjelaskan keempat posbilitas dunia
yang terjadi atas hasil analisa kedua variabel sehingga dapat menghasilkan

jawaban atas pertanyaan penelitian.

2.2.3 Peaceful Development
Diperkenalkan oleh Tiongkok sebagai konsep, peaceful development
merupakan upaya Tiongkok untuk memberikan keyakinan terhadap negara
lain bahwa perkembangan dirinya akan dilakukan secara damai dan tidak
menyakiti negara lain (Hu, 2005). Pada tahun 2011, melalui rilisnya buku
putih mengenai peacefull development, Tiongkok secara resmi menyebutkan

peaceful development sebagai pilihan stratejiknya. Terdapat lima konten yang
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dijelaskan secara runtun terkait pandangan Tiongkok terhadap peaceful

development yaitu:

a. The Path of China’s Peaceful Development: What It Is About
Konten pertama menjelaskan pemahaman terkait peaceful development
sebagai langkah yang diambil Tiongkok terhadap dunia internasional.
Tiongkok mendefinisikan peaceful development sebagai acuan bagi
perkembangan dirinya dimana dalam proses perkembangannya sebagai
negara, dirinya harus berkontribusi dan menjunjung tinggi perdamaian
dunia. Tiongkok akan bertumpu pada dirinya sendiri dan di saat yang
bersamaan akan membuka diri untuk belajar dari negara lain. Tiongkok
akan mencari keuntungan bersama dan bekerja sama dengan negara lain
untuk membangun dunia yang harmonis.

b. What China Aims to Achieve by Pursuing Peaceful Development
Konten kedua menjelaskan tujuan yang ingin dicapai oleh Tiongkok
melalui peaceful development. Secara menyeluruh tujuan dari peaceful
development ialah untuk mempromosikan pembangunan dan harmoni di
dalam negeri dan mengejar kerja sama serta perdamaian di level
internasional melalui akselerasi dalam perubahan model pertumbuhan,
pembentukan masyarakat yang harmonis, mendorong sumber daya
domestik, mengimplementasikan strategi keterbukaan yang memberikan
keuntungan bersama, dan untuk membentuk kondisi eksternal yang
menguntungkan secara damai

c. China’s Foreign Policies for Pursuing Peaceful Development
Konten ketiga menjelaskan secara mendalam bagaimana peaceful
development akan terimplementasikan di dalam setiap kebijakan luar
negeri Tiongkok yaitu:

1. Mempromosikan pembangungan dunia yang harmonis
a. Politik
Negara-negara harus saling menghormati dan memperlakukan
satu sama lain secara setara. Menjaga peran inti PBB dalam

menangani urusan global, mematuhi tujuan, prinsip dan hukum
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internasional yang berlaku untuk mengatur hubungan
internasional.

b. Ekonomi
Negara-negara harus bekerja sama, memanfaatkan kekuatan satu
sama lain dan membentuk ekonomi global yang seimbang dan
saling menguntungkan seluruh negara.

c. Budaya
Negara harus memanfaatkan kekuatan satu sama lain, mencari
kesamaan sambal mengesampingkan perbedaan, menghormati
keragaman dan memiliki tujuan untuk kemajuan dalam
peradaban manusia

d. Keamanan
Negara harus saling percaya dan memperkuat kerja sama,
menyelesaikan perselisihan dan konflik internasional secara
damai tanpa menggunakan cara-cara seperti ancaman kekuatan
militer demi menjaga stabilitas dunia.

e. Lingkungan
Semua negara harus saling membantu dan melakukan upaya
bersama dalam melindungi satu satunya rumah kita yaitu bumi.
Pengembangan mode pembangunan baru dan berkelannjutan
serta mempromosikan pembangunan yang harmonis antara

manusia dan alam.

Mengejar kebijakan luar negeri yang independen

Tiongkok mempromosikan hubungan persahabatan dan kerja sama
dengan negara lain berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan
Secara Damai. Ia tidak akan membentuk aliansi dengan negara dan
kelompok negara lain, tidak menggunakan ideologi sebagai tolak
ukur dalam menentukan hubungan dengan negara lain serta
menghormati hak rakyat negara lain untuk secara mandiri

menentukan pembangunan negaranya.
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3. Mempromosikan pemikiran baru tentang keamanan yang

mengedepankan rasa saling percaya, saling menguntungkan,
kesetaraan dan koordinasi.
Tiongkok menganjurkan pemikiran baru mengenai keamanan
bersama. Baginya, semua negara berbagi kepentingan bersama di
era globalisasi ekonomi. Komunitas internasional harus
meningkatkan kesadaran akan keamanan bersama. Negara harus
menghormati masalah keamanan orang lain dan penting untuk
memberikan peran penuh pada PBB dalam menjaga perdamaian dan
keamanan dunia.

4. Secara aktif menjalankan tanggung jawab internasional
Tiongkok memathui hukum internasional dan dengan penuh
semangat memenuhi tanggung jawab internasional. Tiongkok telah
berpartisipasi aktif dalam mereformasi sistem internasional,
merumuskan aturan internasional, dan menangani masalah global.
Seluruh negara harus memainkan peran yang konstruktif dengan
memenuhi tanggung jawab internasional mereka sesuai dengan
kemampuan negara tersebut.

5. Mempromosikan kerjasama regional dan hubungan good-
neighborly
Tiongkok secara aktif meningkatkan kerja sama yang bersahabat
dengan negara tetangga dan mempromosikan Asia yang harmonis.
Tiongkok menyerukan kepada seluruh negara di kawasan Asia
untuk saling menghormati satu sama lain, meningkatkan rasa saling
percaya, mencari kesamaan sambil mengesampingkan perbedaan,
menjaga perdamaian dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog
dan negosiasi bersahabat. Perdagangan dan kerja sama yang saling
menguntungkan perlu ditingkatkan demi mempromosikan integrasi
ekonomi regional.

d. China’s Path of Peaceful Development Is a Choice Necessitated by
History
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Konten keempat menjelaskan bagaimana peaceful development menjadi
pilihan diperlukan bagi Tiongkok. Merupakan pilihan yang stratejik
dikarenakan peaceful development dinilai membawa tradisi historis dan
kultural masyarakat Tiongkok yang harmonis, sesuai dengan kondisi
nasional Tiongkok serta sebagai pilihan yang mereprensentasikan tren
dunia yang bergerak kearah globalisasi yang membuka peluang
perdamaian serta perkembangan
e. What China’s Peaceful Development Means to the Rest of the World

Konten kelima menekankan bagaimana peaceful development menjadi
sebuah pilihan yang damai yang bedampak positif bagi dunia
internasional. Tiongkok menilai dirinya telah menghentikan siklus
tradisional dimana negara rising cenderung mengejar hegemoni, melalui
peaceful development Tiongkok memfokuskan diri untuk mengejar
keuntungan bersama. Perdamaian, Tiongkok dan dunia internasional
menjadi hal yang saling berkaitan dimana Tiongkok tidak dapat
berkembang dengan menutup diri dan di saat yang bersamaan perdamaian

dunia tidak dapat dipertahankan tanpa adanya peaceful development

Konsep peaceful development milik Tiongkok akan digunakan untuk
menjadi dasar analisis kekonsistenan berbagai kebijakan serta tindakan
Tiongkok. Melalui poin ketiga “China’s Foreign Policies for Pursuing
Peaceful Development” penulis akan menganalisis keselarasan berbagai
peristiwa utama dan kebijakan yang dilakukan Tiongkok di LTS sehingga
menghasilkan konklusi atas inkonsistensi Tiongkok di LTS.

2.3 Kerangka Pemikiran

Keterbukaan Tiongkok pada 1978 mengawali pertumbuhan ekonomi Tiongkok
yang masif untuk 40 tahun kedepan. Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya dirinya
memperkenalkan dirinya sebagai negara yang damai melalui konsep peaceful
development. Pada tahun 2011 Tiongkok secara resmi memperkenalkan konsep
sebagai pilihan stratejiknya, peaceful development didefinisikan sebagai upaya
perkembangan Tiongkok menjunjung tinggi perdamaian dunia dan akan

berkontribusi terhadap stabilitas dunia melalui berbagai usaha kolektif yang
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memberikan dunia yang harmonis, perdamaian yang bertahan lama dan keuntungan
bersama (State Council Information Office, 2011). Namun kondisi yang anarki di
LTS membentuk ketidakpastian dan ancaman atas keamanan ekonomi dan militer
Tiongkok sehingga pada kepemimpinan presiden Xi, Tiongkok dinilai lebih
proaktif dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Atas benturan tersebut
terjadi inkonsistensi kebijakan yang dilakukan Tiongkok terhadap Vietnam dan
Filipina sebagai negara klaiman. Penelitian ini akan menjelaskan strategi yang
dilakukan Tiongkok di LTS melalui inkonsistensi peaceful development terhadap

Vietnam dan Filipina.
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Keterbukaan Tiongkok pada 1978, lahimya konsep

peaceful development dan kemajuan ekonomi Tiongkok

v

Perumusan buku putih Tiongkok
mengenai pedoman peaceful

development bagi kebijakan luar negeri

Tiongkok
Kondisi anarki di LTS membentuk
ketidakpastian dan ancaman atas
keamanan ekonomi dan militer
Tiongkok
Konflik sengketa maritim di LTS Inkonsistensi kebijakan Tiongkok
antara Tiongkok, Vietnam dan |e »| terhadap peaceful development dalam
Filipina isu LTS

A

Analisis alasan dan tujuan inkonsistensi Tiongkok melalui variabel

offense/defense advantage dan offenserdefense differentiation

Gambar 5. Kerangka Pemikiran
Sumber: Karya Penulis



III. METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan jenis dan fokus penelitian, jenis dan sumber data serta
teknik pemilihan dan analisis data. Bab ini akan memberikan gambaran secara
menyeluruh terkait bagaimana penelitian ini akan menghasilkan jawaban atas

pertanyaan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan diselesaikan dengan menggunakan logika kualitatif. Penelitian
melalui proses kualitatif digunakan dalam pendekatan ilmu sosial ketika data
kuantitatif tidak dapat dinilai dan digunakan (Bryman, 2012). Penelitian kualitatif
melihat suatu fenomena sosial yang terjadi sebagai hasil dari interaksi kompleks
antar individu maupun kelompok. Melalui penelitian kualitatif, kesimpulan dan
hasil yang ditarik akan berupa pengumpulan data dan analisis. Sehingga metode ini
akan menekankan pada metode yang bersifat konstruktif dan interpretatif (Bryman,
2012). Penelitian ini juga akan berwujud sebagai penelitian explanatory yang dapat
memberikan penjelasan atau prediksi terhadap suatu kasus melalui proses elaborasi
antara data dengan fakta dan konsep.

Jenis penelitian kualitatif dinilai relevan dan dapat menjelaskan permasalahan
mendasar atas penelitian ini yaitu adalah adanya inkosistensi atas sikap Tiongkok
sebagai negara dengan pertumbuhan kekuatan yang sangat cepat. Keambiguan
sikap tersebut merupakan permasalahan sosial yang mana menimbulkan banyak
spekulasi atas arah kebijakan luar negeri yang akan diambil Tiongkok. Penelitian
ini nantinya akan menyajikan data dalam bentuk explanatory karena akan berfokus
pada pemaparan kebijakan inkonsisten Tiongkok di LTS dan terhadap Vietnam
Filipina. Data tersebut akan dijadikan bahan penelitian terkait pertanyaan

penelitian.
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3.2 Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan untuk melihat alasan atas inkonsistensi Tiongkok terhadap
peaceful development dalam isu LTS. Penelitian akan berfokus untuk
mengintrepetasikan keselarasan pedoman peaceful development dengan berbagai
tindakan Tiongkok yang berhubungan langsung dengan LTS, Vietnam serta
Filipina. Setelahnya, hasil tersebut akan dianalisis secara konseptual dengan
variabel keuntungan defensif / ofensif dan diferensiasi defensif / ofensif milik

Robert Jervis untuk menghasilkan jawaban penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder
berbentuk seperti buku, jurnal dan situs web resmi pemerintah yang memiliki
keterkaitan dengan fokus dan topik penelitian. Penelitian ini secara umum akan
memerlukan dua fokus data yaitu data intrepetasi kepentingan nasional Tiongkok
serta data implementasi kebijakannya terhadap LTS, Vietnam dan Filipina. Penulis
akan menggunakan berbagai jurnal penelitian terdahulu, situs resmi pemerintah,
dan pernyataan elite politik yang memproyeksikan kepentingan nasional Tiongkok
di LTS serta menggunakan beberapa situs seperti Council on Foreign Relations,
Asia Maritime Transparency Initiative dan International Crisis Group untuk
mengumpulkan data peristiwa di LTS. Kemudian Penulis akan menggunakan
berbagai jurnal penelitian terdahulu untuk mendeskripsikan kepentingan nasional
Tiongkok di Vietnam dan Filipina menggunakan data seperti laporan tahunan
National Institute for Defense Studies (NIDS) “China Security Report 2019:
China’s Strategy for Reshaping the Asian Order and Its Ramifications” dan situs
resmi pemerintah untuk mengumpulkan data implementasi peaceful development

Tiongkok terhadap Vietnam dan Filipina.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian wundirect, atas dasar tersebut teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi Pustaka. Data akan
dikumpulkan melalui berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, laporan

tahunan, berita dan situs web resmi pemerintah yang berkaitan dengan fokus dan
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topik penelitian ini seperti laporan dari pemerintah Tiongkok, Vietnam, Filipina,
UNCLOS dan ASEAN. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis

sesuai dengan konsep dan teknik analisis yang telah ditentukan.

3.5 Teknik Analisis Data

Proses penelitian ini akan menggunakan enam langkah utama dalam penelitian
kualitatif sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Bryman, 2012), pertanyaan
penelitian merupakan pertanyaan mendasar mengenai orientasi dan arah penelitian,
poin utama dalam pertanyaan penelitian adalah apa yang ingin diketahui oleh
penulis serta urgensi dalam mendapatkan jawaban atas penelitian tersebut.
Setelahnya, peneliti akan memilih subjek penelitian yang relevan untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Lalu, subjek penelitian yang telah dipilih menghasilkan
sebuah data yang kemudian diintrepetasikan menggunakan konsep dan teori yang
telah dipilih sehingga menjadi hasil penelitian dalam tulisan tersebut. Jika dalam
proses intepretasi peneliti menemukan adanya keraguan serta pertanyaan yang lebih
spesifik, peneliti akan melakukan proses pengumpulan data lebih lanjut dan

mengulang proses intrepetasi dan menjadikannya hasil akhir penelitian.

Pertanyaan penelitian

Pemilihan subjek
yang relevan

Pengumpulan data

Intrepetasi data ))) Pengumpulan data

lebih lanjut

Analisis secara

konseptual (((( Spesifikasi pertanyaan

penelitian

Hasil penelitian dan
penarikan kesimpulan

Gambar 6. Teknik Analisis Data Kualitatif
Sumber: Bryman, 2012



V. SIMPULAN & SARAN

Bab ini akan merangkum penelitian secara menyeluruh dan memberikan hasil serta
kesimpulan atas penelitian berdasarkan proses elaborasi dan analisis data yang
dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan memberikan saran yang

merupakan argumen penulis didasarkan oleh hasil penelitian yang telah dilakukan.

5.1 Simpulan

Dalam kurun waktu 40 tahun, Tiongkok telah berubah dari negara yang sangat
miskin menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua setelah Amerika di dunia.
Hasil tersebut tidak terlepas dari upaya memperkenalkan dirinya sebagai negara
yang damai melalui konsep peaceful development yang menekankan bahwa
pertumbuhan Tiongkok tidak akan menjadi ancaman bagi negara lain alih alih
melayani perdamaian, stabilitas dan kemakmuran bersama di dunia (Hu, 2005).
Tiongkok memperkenalkan secara resmi peaceful development sebagai pilihan
stratejik Tiongkok melalui buku putih yang diterbitkan pada tahun 2011, kembali
menenkankan hal yang sama dengan konsep yang telah dijalankan sejak 1980 (State
Council Information Office, 2011).

Pada kepemimpinan Xi Jinping, banyak penelitian yang menilai bahwa
Tiongkok lebih proaktif di level internasional, tak jarang kebijakan yang dilakukan
Tiongkok disebut sebagai kebijakan yang asertif. LTS menjadi salah satu arena
kebijakan Tiongkok yang dinilai menimbulkan ancaman bagi negara pesisir LTS
seperti Vietnam dan Filipina. Penulis melihat terdapat inkonsistensi kebijakan
Tiongkok dengan peaceful development sehingga penelitian ini berusaha untuk
menganalisa strategi Tiongkok melalui inkonsistensinya terhadap peaceful
development dalam isu LTS. Dalam menjawab pertanyaan tersebut penelitian ini
melihat berbagai peristiwa utama dan kebijakan Tiongkok di LTS.

Reklamasi laut pada tahun 2013-2015, peningkatan fasilitas di pulau buatan
dan pembentukan komponen militer yang kompleks serta berbagai eskalasi yang

terjadi dengan Vietnam dan Filipina berdampak pada meningkatkan persepsi
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ancaman negara lain terkhususnya Vietnam dan Filipina, memperkeruh konflik
mairitim, merusak stabilitas yang ada di LTS. Hal tersebut berterbalikan dengan
pedoman peaceful development yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri
Tiongkok akan bertujuan untuk membangun dunia yang harmonis dan membentuk
rasa saling percaya serta keamanan bersama. Pada saat yang bersamaan Tiongkok
juga melakukan beberapa kebijakan yang selaras dengan pedoman peaceful
development seperti berupaya membuka jalur komunikasi terhadap setiap eskalasi
yang terjadi. Penggunaan militer di LTS juga dilakukan secara terbatas dengan
menggunakan taktik zona abu-abu yang memperkecil resiko eskalasi parah. Secara
resmi Tiongkok dan Filipina juga membentuk mekanisme konsultasi bilateral yang
menghasilkan kerjasama dalam sektor perikanan dan minyak di area sengketa.
Inkonsistensi dan sikap terbatas Tiongkok dalam menangani setiap eskalasi
yang terjadi memperlihatkan dirinya yang berada dalam kondisi dilema keamanan
di LTS. Ketakutan Tiongkok terhadap kerentanan ekonomi serta militernya di LTS
memaksa Tiongkok untuk selalu waspada dan menolong dirinya sendiri, hal ini
dilakukan Tiongkok dengan melaksanakan reklamasi pulau serta peningkatan
kapabilitas di pulau pulau tersebut. Upaya tersebut secara langsung bersinggungan
dengan keamanan Vietnam maupun Filipina yang merespon tindakan yang sama
sehingga mengaktivasi dilema keamanan sehingga berbagai kebijakan lanjutan
yang dilakukan Tiongkok mengharuskan dirinya untuk mempertimbangkan resiko
dilema keamanan yang dapat memburuk. Terdapat beberapa faktor yang dapat
memperbaiki maupun memperburuk dilema keamanan yang terjadi. Menurut
Robert Jervis, penilaian keuntungan untuk bertindak defensif maupun ofensif dan
kerbehasilan negara mendiferensiasi tindakan negara lain memiliki peran di dalam
dilema keamanan (Jervis, 1978). Penelitian ini menganalisis bahwa bertindak
defensif lebih memiliki keuntungan bagi Tiongkok, dikarenakan bahwa upaya
agresi terhadap 80% LTS akan membawa konflik langsung tidak hanya dengan
Vietnam dan Filipina namun seluruh negara klaiman, perang yang dihasilkan oleh
sikap ofensif akan berkontradiksi dengan tujuan Tiongkok di LTS yaitu
mengamankan jalur perdagangan serta menjadikan LTS sebagai buffer zone bagi
ancaman di masa yang akan datang. Sedangkan pada variabel diferensiasi defensif

dan ofensif, penulis menganalisis bahwa pada dasarnya Tiongkok memiliki sikap
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yang defensif, dirinya terus berupaya memberikan sinyal bahwa setiap tindakannya
di LTS didasarkan atas alasan keamanan nasional tanpa berupaya untuk mengagresi
negara lain seperti dengan terus membangun jalur komunikasi pada setiap eskalasi,
tidak menggunakan kekuatan militer secara penuh, tidak memperparah eskalasi
konflik yang telah terjadi, tidak memaksakan hasil yang diinginkan oleh Tiongkok
atas setiap insiden yang terjadi, tidak melakukan reklamasi laut tambahan untuk
menambah kontrol atas area LTS serta mencari persamaan dan membangun
kerjasama di area sengekta.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa, berbagai inkonsistensi Tiongkok
terhadap peaceful development yang dilakukan dalam isu LTS terjadi dikarenakan
Tiongkok yang terjebak dalam dilema keamanan bersama Vietnam dan Filipina.
Hasil analisa memperlihatkan bahwa Inkonsistensi yang dilakukan Tiongkok di
LTS bertujuan untuk mengeliminasi dampak spiral dari dilema keamanan. Melalui
inkonsistensi tersebut Tiongkok terus memperlihatkan bagaimana dirinya hanya
berfokus terhadap keamanan dirinya sendiri dan memiliki sifat alami yang defensif.
Ketika Tiongkok berhasil memberikan kepastian atas sikap alami dirinya yang
defensif di LTS, ruang atas penyelesaian konflik dan komunikasi yang terjadi akan
berlangsung secara lebih baik dimana masing-masing negara akan dapat lebih
memahami satu sama lain. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan bagi
tercapainya kerja sama dalam ruang lingkup LTS, mempertahankan hubungan
politik, memperluas kerja sama di berbagai aspek dan yang terpenting adalah
mengeliminasi kemungkinan terburuk dari dilema keamanan yaitu perang yang

tidak diinginkan di LTS.

5.2 Saran
Setelah melakukan analisis dan menyimpulkan strategi Tiongkok di LTS melalui
inkonsistensi peaceful development terhadap Vietnam dan Filipina, Adapun
beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:
1. Tiongkok tidak dianjurkan untuk melakukan reklamasi tambahan serta harus
menghindari aktivitas yang dapat dinilai oleh Vietnam maupun Filipina
melebihi batas area yang telah ada seperti pada insiden anjungan minyak

Haiyang Shiyou-981. Hal ini dikarenakan bahwa ketika tiongkok ingin dinilai
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defensif, reklamasi pulau dan kapabilitas militer saat ini sudah cukup untuk
mengamankan dan mempertahankan keamanan Tiongkok sehingga tidak ada
alasan untuk melakukan reklamasi lanjutan, reklamasi lanjutan hanya akan
menghancurkan kepercayaan dan memperburuk dilema keamanan.

. Pemanfaatan pondasi hubungan politik yang sedang baik dan tenang pada saat
ini harus dimanfaatkan oleh tiongkok untuk mempercepat berbagai upaya
kerja sama pengembangan bersama di LTS.

. Hasil analisis memaparkan bahwa bertindak defensif memiliki keuntungan
sehingga  diharapkan  Tiongkok, Vietntam dan Filipina lebih
mempertimbangkan secara mendalam berbagai keputusan perihal LTS. Hal
ini dikarenakan bahwa mereka memiliki lebih banyak ruang untuk melihat

dan menentukan respon terbaikt atas tindakan satu dengan lainnya.
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